PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2011
TENTANG

PENGESAHAN ASEAN COMPREHENS VE INVESTMENT AGREEMENT
(PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)

Menimbang :

Mengingat

a

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa di Cha-am, Thailand, pada tanggal 26 Februari 2009 Pemerintah
Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Comprehensive
Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh
ASEAN), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegas
Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asa
Tenggara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Moda
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN : ...


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN
COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PERSETUJUAN
PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN).

Pasal 1

Mengesahkan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan
Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN), yang telah ditandatangani di
Cha-am, Thailand, pada tanggal 26 Februari 2009, yang naskah aslinya
dadam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan
dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya
dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Presiden ini mula berlaku:

a. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1988 tentang Pengesahan an
Agreement among the Governments of Brunei Darussalam, the Republic
of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of
Sngapore, and the Kingdom of Thailand for the Promotion and
Protection of Investments (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 15);

b. Keputusan. ..
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